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Undang-undang no 18 th 2014 : Kesehatan Jiwa



Lebih dr 19 juta 

penduduk usia > 15 th 

terkena GANGGUAN 

MENTAL 

EMOSIONAL

1 dari 4 orang 

dewasa, akan 

mengalami masalah 

kesehatan jiwa

Lebih dr 12 juta 

penduduk usia > 15 

th terkena DEPRESI

7 dari 1.000 Rumah Tangga 

terdapat anggota keluarga 

dengan Skizofrenia/Psikosis

730 Milyar dana BPJS 

utk gangguan jiwa (th   

2016)

FAKTA-FAKTA TENTANG 

MASALAH KESEHATAN 

JIWA DI INDONESIA

Sumber data: Riskesdas 2018, SRS 2016, 
BPJS,  WHO



MASALAH KESEHATAN JIWA 

DI NEGARA BERKEMBANG

Peningkatan prevalensi

gangguan jiwa

- Kondisi kemiskinan

- Transisi demografi

- Konflik2 dalam masyarakat

- bencana alam

50% dari negara berkembang tdk

mempunyai pelayanan kesehatan

jiwa berbasis masyarakat

(termasuk Indonesia)

Gangguan jiwa menimbulkan

kesulitan, tdk hanya bagi

penderita, tetapi juga keluarga

> 65% ODGJ tidak mendapatkan

penanganan yang adekuat
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DAMPAK GANGGUAN JIWA

✓ Menurunnya kualitas

hidup

✓ Kesulitan dalam

pendidikan

✓ Rendahnya

produktifitas & 

kemiskinan

✓ Masalah sosial

✓ Rentan thd

perlakuan salah

(abuse)

✓ Masalah kesehatan

fisik lainnya

✓ Rendahnya kualitas

kerja krn hrs mengurus

anggota keluarga yg

mengalami gangguan

jiwa → menurunnya

pendapatan →

kemiskinan

✓ Stres yg kronis krn

merawat keluarga yg

gangguan jiwa

✓ Berkurangnya

sosialisasi, krn stigma & 

sibuk mengurus pasien

✓ Tingginya

pembiayaan thd

gangguan jiwa & 

hilangnya

produktifitas

✓ Tingginya

penyalagunaan

zat

✓ Masalah

perumahan →

gelandangan

✓ Perilaku

kekerasan (oleh & 

terhadap ODGJ)

Thd Individu

Thd

keluarga

Thd

masyarakat



7

Tinggin

ya

kesenja

ngan

pengoba

tan

Tinggin

ya

beban

akibat

ggn

jiwa

Akses

belum

merata

Penanganan

belum

kompre

hensif & 

berkesinamb

ungan

Hak2 ODGJ 

belum

optimal 

diberikan

Stigma 

dan

diskrimi

nasi Relaps

Kurangn

ya

dukunga

n

sosial

MASALAH DALAM 

KESEHATAN JIWA

PERLU 

KOLABORASI 

SEMUA 

PIHAK

KUALITAS 

HIDUP ODGJ 

1 2

3 4 5
6
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PEMBIAYAAN PADA 

GANGGUAN JIWA BERAT 

(SKIZOFRENIA & GANGGUAN 

BIPOLAR)

8

PEMBEAYAAN

Direct cost

Pengobatan

Perawatan di 
RS

Pelayanan
kesehatan lain

Indirect 
cost

Hilangnya
produktifitas

Skizofrenia :

- Penurunan

fungsi kognitif

- Stigma 

- Tdk mampu

bekerja

Bipolar :

- Tdk mendapat

kesempatan

bekerja

- Membolos krn

kondisi

manik/depresi
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SKIZOFRENIA
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gejala

Adalah gangguan / penyakit otak yang bersifat kronis, berat, yang ditandai

dengan distorsi pada proses pikir

Gejala positif Gejala kognitifGejala negaitf

Pikiran/ persepsi yg tdk

biasa : 

- Halusinasi

- Waham

- Gangguan

pembicaraan

- Gangguan

perhatian

- Gangguan fungsi

eksekutif

- Menarik diri

- Tdk punya inisiatif

- Ekspresi datar



Penanganan Pasien Skizofrenia

FASE AKUT

⚫medikamentosa

⚫psikoterapi

⚫living skills

STABILISASI

⚫medikamentosa

⚫psikoterapi

⚫living skills

⚫learning skills

REHABILITASI 

PSIKOSOSIAL

⚫living skills

⚫learning skills

⚫social skills

⚫working skills

REHABILITASI 

BERBASIS

KOMUNITAS

Transitional 

volunteer work

sheltered 

workshop

temporary 

try out work

special 

placement

KUALITAS HIDUP

4/23/2019Universitas Indonesia

Di Rumah Sakit

Di komunitas



GANGGUAN BIPOLAR
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Ditandai oleh episode manik & depresif:

- risiko morbiditas & mortalitas

- prevalensi 1-4%, angka bunuh diri pd 

episode depresi 25-50%

- tujuan penatalaksanaan : stabilisasi mood

13

( Singh A, 2008, Gupta RD, 2002) 



14PENATALAKSANAAN GANGGUAN BIPOLAR

Pasien dalam kondisi akut (manik, depresi berat) tidak 

dapat ditatalaksana di layanan primer

Puskesmas : asesmen – diagnosis - rujuk

Penatalaksanaan di Rumah Sakit:

FASE AKUT :

Stabilisasi gejala

(Farmakoterapi)

Penanganan psikososial:

- Edukasi

- Latihan monitoring mood

- Social training

- Pencegahan relaps

FASE STABILISASI :

- Farmakoterapi

- Psikoterapi
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PENANGANAN GANGGUAN JIWA BERAT DI RUMAH 

SAKIT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMBIAYAAN 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
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Sistem
pembiayaan

prospektif

Paket
pembiayaan

YANG HARUS DILAKUKAN :

- EFEKTIFITAS 

PENATALAKSANAAN

- EFISIENSI HARI RAWAT 

(PENURUNAN AV LOS) 

TANPA MENURUNKAN 

KUALITAS

- MENGUTAMAKAN MUTU 

LAYANAN

STANDAR LAYANAN : 

PNPK - PPK

GUIDELINE : CLINICAL 

PATHWAY
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Literatur

(Apa yang dapat kita 
lakukan)

HTA

(Mana yang harus kita 
pilih)

PNPK/PPK

(apa yang seharusnya kita 
lakukan)

Clinical Pathway

(melakukan apa yang 
seharusnya dilakukan)

Audit Klinik

(apakah kita benar-benar 
melakukan yang seharusnya kita 

lakukan)

Lingkaran mencapai layanan bermutu
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Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran(PNPK)

Panduan Praktik Klinik(PPK)

Alur Klinis/Clinical Pathway(CP)

Algoritma

Protokol/Panduan

Prosedur/SPO 

Standing Order/Pengalihan Wewenang

JENJANG 

PANDUAN 

LAYANAN
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Length of Stay :

(23-30 hari) 

- Beratnya

penyakit

- Adanya penyakit

penyerta

- Indikator efektifitas

terapi

- Indikator efisiensi

biaya

CLINICAL 

PATHWAY

Standar layanan :

PNPK - PPK

- guidelines 

berdasarkan bukti

ilmiah

Rangkuman seluruh

kegiatan perawatan

selama jangka waktu

tertentu

- Menurunkan variasi

- Meningkatkan

kualitas perawatan

- Memaksimalkan hasil

penanganan

- Sbg arah bagi

pemberi layanan utk

penatalaksanaan yg

sesuai
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CLINICAL PATHWAY PADA 

SKIZOFRENIA

Pada review tentang clinical pathway yang dilakukan di Italia (Colombo 

GL, Valentino MC dkk) ditemukan bahwa penggunaan obat psikotropik

bukan merupakan cost tertinggi pada penatalaksanaan pasien

Skizofrenia.

Cost tertinggi berhubungan dengan :

- Perawatan di RS yang berulang

- Biaya perawatan di perawatan di luar RS

- Hilangnya produktifitas

- Biaya tinggi utk caregiver



Data di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi :

Data penyakit terbanyak rawat inap

50.6

25.7

10

8.7
3 2

Skizofrenia paranoid

Skizofrenia tak terinci

Skizoafektif

Gangguan Bipolar

Psikotik akut

Mild Cognitive Disorder



Komposisi penggunaan sumberdaya pada pasien

psikiatri (data RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor)

RAWAT INAP

RAWAT 

JALAN

PENGGUNAAN SUMBERDAYA TERBESAR RAWAT INAP ADALAH 

KOMPONEN SDM (Gaji: 54,81%), 

SEDANGKAN RAWAT JALAN ADALAH OBAT (52,89%)

54.81%
37.83%

0.50%

2.70%
2.08%

2.08%

GAJI dll

ADM dll

LAB

OBAT

RADIOLOGI

ALKES

31.07%

1.23%

52.89%

1.23%
0.70%

GAJI

ADM dll

OBAT

RADIOLOGI

ALKES



Rata-rata hari rawat
(data di RS dr H Marzoeki Mahdi th 2017)
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SKIZOFRENIA GANGGUAN BIPOLAR
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24Perbandingan rata2 Klaim BPJS utk Skizofrenia & Gangguan Bipolar dg 

kebutuhan tiap pasien
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KOMPONEN-KOMPONEN PELAYANAN YANG PERLU 

MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM PEMBIAYAAN

KUNJUNGAN RUMAH 

(HOME VISIT)

Dibutuhkan pada pasien2 yg

tdk mungkin dibawa ke RS 

untuk kontrol (mis. Gelisah, 

menarik diri, insight buruk dll)

PENANGANAN/PENJEMPUTAN 

PASIEN PD KONDISI KRISIS 

(crisis intervention)

Dibutuhkan pd pasien2 yg sangat

gelisah shg keluarga/masyarakat

tdk mampu mengatasi & 

membawa pasien ke RS



KESIMPULAN
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- Diera JKN, (RS Jiwa dituntut) untuk memberikan layanan yang bermutu mengutamakan

keselamatan pasien dengan tetap mempertimbangkan asas efektifitas dan

efisiensi

- Antisipasi Rumah Sakit dalam mengelola pasien di era JKN :

Rawat Inap

A. Melakukan Evaluasi terus menerus terhadap tindakan dan tatalaksana pasien

B. Melakukan perhitungan unit cost untuk tiap-tiap komponen biaya (mis. Obat,

akomodasi, biaya penunjang, SDM tindakan dengan proporsi yang sesuai) dan

melakukan monev serta pengendalian biaya

o Melakukan efisiensi hari rawat

o Menerapkan efektivitas prosedur diagnostik dan terapi sesuai kebutuhan

o Menerapkan clinical pathway dan discharge planning yang tepat secara klinis

o Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemberi layanan lain melalui

sistem rujukan terintegrasi

Rawat Jalan

- Pengembangan layanan subspesialistik

- Optimalisasi sistem rujukan dan rujukan balik
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TERIMA KASIH



PANDANGAN PERSI TERHADAP PELAYANAN 
PENYAKIT KEJIWAAN DI ERA JKN

“ The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new ”
- Socrates -

Dr Kuntjoro Adi Purjanto, Mkes
Ketua Umum PERSI ( Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia )
Jakarta, 23 April 2019



Pelayanan kesehatan di dunia saat ini mehadapai 
kondisi VUCA ( volatile, uncertainty, complexity dan 
ambiguity ) karena dihadapkan pada disruption in 

healthcare. 



“ Tak ada yang bisa diubah sebelum dihadapi,  motivasi saja tidak cukup “
Rhenald Kasali, 2017

A

B

C

D

E

Lolos Babak
Penyisihan

Continous
Improvement

PERTARUNGAN DALAM MASA STABIL
“ Keberhasilan Tidak Pernah Final “

Masalah
Lebih kompleks

Menjadi Lebih Besar & Tangguh
Lebih Baik
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More productive People

Kuntjoro-PERSI



Ke
lo
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k 

u
m

u
r

Jumlah Penduduk  (juta)

Generasi 100 thn Merdeka 
(Usia pada tahun 2045)

Strukutur Penduduk Indonesia 
Tahun 2010

55-64 tahun

35-44 tahun

Periode Bonus Demografi
2005-2035

Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan
Pastikan setiap anak bangsa 

mendapatkan layanan 

Pendidikan dan Kesehatan

Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka

45,972 

43,724 

41,529 

38,501 

30,730 

20,026 

10,808 

3,376 

3,853 

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-74

75 +

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015 
(Bappenas, BPS, UNFPA 2013))

Jumlah Penduduk: 
238,5 Juta orang

32

Generasi 
Pemegang Kunci 

Kejayaan 
Indonesia

45-54 tahun

Kuntjoro-PERSI



Mulai 2030 Indonesia akan mengalami aging population

Population by Age and Sex, 
Indonesia Census 1980
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Dalam 15 tahun ini apa peran sektor kesehatan



Prediksi DALYs Loss di Indonesia, 2015 dan 2019

12.60%

30.30%

57.10%

12.30%

28.30%

59.30%

Kasus Cedera Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular

2015 2019

BEBAN PENYAKIT DI INDONESIA

Sumber: Agenda Pembangunan Kesehatan 2015-2019, Depkes RI

▪ Meningkatnya jumlah kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) dan kasus trauma / cedera membutuhkan
pelayanan yang lebih kompleks dan tenaga kesehatan terlatih. 

▪ Proyeksi jumlah kasus PTM dan trauma / cedera pada tahun 2015 akan menjadi 111.895.440 dan
2.662.730. 

▪ Proyeksi pada tahun 2019 masing-masing akan menjadi 120.946.480 dan 2.788.180; hal tersebut
akan menjadi beban berat untuk Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia. 

Kuntjoro-PERSI
35



Belanja Kesehatan di Indonesia relatif masih rendah dibandingkan
negara lain

*Data tahun 2015

Sumber: WHO

Malaysia* Korsel

2,8

USA

17,2

7,7

4,8
3,8

Indonesia

5,5

Singapore*Phillipines*

4,34,4 4,0

Thailand*India China

Total Belanja Kesehatan (% PDB, 2016)



➢Major Problems of 
Health Care System        

• Increased Costs

• Decreased Access

• Variable Quality

• Increased Fragmentation

• Increased Administrative   
Burden

• Technological Imperative

• Medicolegal Liability

• System Out of Control

➢Drivers of Health Care 
Costs

• Technological advances

• Aging of population

• Increase in chronic disease

• Inefficiency and redundancy 

of private insurers

• Health industry

• Consumer demand

• Defensive medicine



PRIMUM, NON NOCERE
FIRST, DO NO HARM

HIPPOCRATES’S TENET 
( 460-335 BC )

Source: Understanding patient safety by Robert Wachter. 2008

Goes back a long way…



DIMENSI MUTU: RS YANG PROFESIONAL
1. Effective, 2. Safe, 3. People-centred,
4. Timely, 5. Equitable. 6. Integrated, 7. Efficient

WHO 2018

Accessible

Defining
quality health care

Quality health care can be defined in many 
ways but there is growing 
acknowledgement that quality health 
services across the world should be:

▪ Effective: providing evidence-based 
health care services to those who 
need them.

▪ Safe: avoiding harm to people for 
whom the care is intended.

▪ People-centred: providing care that 
responds to individual preferences, 
needs and values.

In addition, in order to realize the benefits of 
quality health care, health services must be:

• Timely: reducing waiting times and 
sometimes harmful delays for both those who 
receive and those who give care.

• Equitable: providing care that does not vary in 
quality on account of age, sex, gender, race, 
ethnicity, geographical location, religion, 
socioeconomic status, linguistic or political 
affiliation.

• Integrated: providing care that is coordinated 
across levels and providers and makes available 
the full range of health  services throughout the 
life course.

• Efficient: maximizing the benefit of available 
resources and avoiding waste.



(Dhingra-Kumar, N, Global Overview on Patient Safety and Quality Improvement, Patient Safety and Quality Improvement WHO-HQ, 2016,  dikutip oleh dr Nico Lumenta, 2017



WHO global strategy

on integrated people-centred health services,2016-2026: an overview

41
Dr Kuntjoro Adi Purjanto,Mkes
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centered.care/en
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PELAYANAN 
EFEKTIF-EFISIEN VS 

KENDALI MUTU-
BIAYA

Utilization 
Review

Best 
Practice

MUTU & BIAYA: di Indonesia?

UHC WITHOUT 
HARM ?



3 VALUES ‘TUK

MERUBAH PERILAKU ORGANISASI RS:

①Akreditasi SNARS / JCI,
② Program JKN ,

③ Otonomi-Fleksibilitas ( PPK – BLU / BLUD )

47



A good system in the absence of good 
attitude is a blind alley 

48

INTEGRITY ?

“ Good business is ethical business, Corporate ethic: a prime business aset “



TERIMA KASIH
If you want to travel fast, you travel alone…          

If you want to go far, travel with others…



Kebijakan Tarif INA-CBG Untuk 
Optimalisasi Pelayanan Skizofrenia 

dan Bipolar

drg. Doni Arianto, MKM

Kepala Bidang Jaminan Kesehatan PPJK, Kementerian Kesehatan

Jakarta, 23 April 2019

Focus Group Discussion PERSI



Landasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

UU No. 40 Tahun 2004 
Tentang SJSN

Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan asuransi social dan prinsip ekuitas

UU No. 36  Tahun 2009 
Tentang Kesehatan

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan

terjangkau

BPJS menyelenggarakan SJSN UU No. 24 Tahun 2011 
Tentang BPJS

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan
jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan

sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan



Sumber Pembiayaan Kesehatan

Pemerintah

(Minimal 5% dari APBN diluar
Gaji)

Pemerintah Daerah

(Minimal 10% dari APBD di luar
gaji)

Swasta
Sumber

Lain

Diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggaran kesehatan APBN dan APBD

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan yang 
berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan dan  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat



Update Regulasi dalam JKN (1)

NO LANDASAN HUKUM TENTANG

1

UUD 1945 :

- Pasal 28 H - Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan

- Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial

2 UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

3 UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan

4 UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

5
PP NO 101 / 2012 dan perubahannya:
PP NO 76/2015

Tentang Penerima Bantuan Iuran

6 Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

7
Permenkes No. 71/2013 dan perubahannya:
Permenkes No 99/2015, Permenkes No 23/2017,
Permenkes No 5/2018 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN digabung menjadi Pedoman Pelaksanaan Program JKN

(sedang dalam proses revisi)

8
Permenkes No 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan JKN



Update Regulasi dalam JKN (2)
NO LANDASAN HUKUM TENTANG

9 Permenkes No.21/2016
Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa 
pelayanan dan Dukungan Operasional pada FKTP milik Pemerintah daerah (dalam 
proses revisi)

10 Permenkes No 76/2016 Tentang Juknis Sistem INA CBG (dalam proses revisi)

11

Permenkes No. 52/2016 dan 
perubahannya
Permenkes No. 64/2016
Permenkes No 4/2017

Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan JKN (dalam 
proses revisi)

12 Permenkes No 36/2015 
Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program JK pada 
sistem JKN (dalam proses revisi)

13 Permenkes No 5/2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinik (dalam proses revisi)

14 Permenkes No. 47/2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

15 Permenkes No. 51/2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya & Selisih Biaya dlm Program Jaminan Kesehatan



Area Perbaikan Kebijakan JKN:

Area Perbaikan

Perluasan Kepesertaan

Kolektabilitas Iuran

Akses, Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Prosedur Layanan

Perbaikan Sistem Pembayaran

Manajemen Klaim

Pendanaan Program

Kebijakan :

1. Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan Aset Dana Jaminan Sosial
Kesehatan (PP No. 53 Tahun 2018)

2. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan

3. Revisi Permenkes, Per BPJS Kesehatan, 
Permenkeu dll



Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
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Perkembangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dalam JKN
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Pemanfaatan (Kunjungan) dalam JKN

2014
( Laporan
Audited Des)

2015
(Laporan
Audited Des)

2016
(Laporan Non 
Audited Des)

2017 
(Laporan Bulanan BPJS 
Sampai dengan Bulan
Desember)

2018
( Laporan Bulanan
BPJS Kesehatan
sampai Bulan
Desember)

Kunjungan di FKTP 
(Puskesmas, Dokter
Praktek Perorangan/ 
Klinik Pratama)

66,8 juta 100,6 juta 134,9 juta 146,5 juta 147,4 juta

Kunjungan di Poliklinik
Rawat jalan RS

21,3 juta 39,8 Juta 50,4 Juta 64,43 juta 76,7 juta

Kunjungan Rawat Inap
RS

4,2 juta 6,3 juta 7,6 Juta 8,72 juta 9,65 juta

Total Pemanfaatan 92,3 juta 146,7 Juta 192,9 Juta 219.6 juta 233,75 juta

Sumber : BPJS Kesehatan



20.20%

23.90%55.80%

0.20%

Tahun 2015

FKTP RITL RJTL promotif preventif

19.40%

24.60%55.70%

0.20%

Tahun 2016

FKTP RITL RJTL promotif preventif

16.20%

27.90%55.70%

0.20%

Tahun 2017

FKTP RITL RJTL promotif preventif

15.70%

29.10%54.90%

0.30%

Tahun 2018

FKTP RITL RJTL promotif preventif

Proporsi Biaya Pelayanan Kesehatan dalam JKN

Total 57 T Total 67.2 T Total 84.4 T Total 94.29 T

Biaya Pelayanan Kesehatan dalam JKN meningkat setiap tahunnya dan 70%-80% dari biaya tersebut di gunakan pada 
Pelayanan Kesehatan di FKRTL

Sumber : BPJS Kesehatan



Trend Peningkatan Biaya Pelayanan 
Katastrofik dalam JKN

Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terlihat peningkatan biaya pelayanan katastrofik dalam JKN. Biaya pelauanan 
katastrofik mencapai 20% dari total biaya pelayanan kesehatan. Penyakit katastrofik dapat dicegah sejak dini dengan 

penguatan upaya promotive preventif termasuk deteksi dini dan skrining. 

% dari Biaya
Pelayanan

24,12 % 21,81 % 21,64 %

Sumber : BPJS Kesehatan



Perbandingan FFS vs INA-CBG
SEBELUM ERA JKN SESUDAH ERA JKN



Tarif INA-CBG
• INA-CBG merupakan Sistem Casemix (pengelompokan kasus berdasarkan ciri klinis

dan pemakaian sumber daya yang relative sama/mirip) yang di Implementasikan di
Indonesia

• Dasar pengelompokan kasus dengan menggunakan :
❖ ICD 10 Untuk Diagnosis (± 14.500 kode)
❖ ICD 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (± 7.500 kode)

• Tarif INA-CBG merupakan tarif paket, meliputi seluruh komponen biaya

pelayanan yang diberikan kepada pasien

• Daftar Tarif INA-CBG saat ini terdiri atas 1075 kelompok kasus, meliputi :

o 786 kelompok kasus rawat inap→ kelas 1, 2, 3

o 289 kelompok kasus rawat jalan

• Pengelompokkan Tarif INA-CBG :

o berdasarkan kelas RS

o berdasarkan kepemilikan RS

o berdasarkan regionalisasi



ICU

Kamar Operasi

Radiologi

Laboratorium

Akomodasi

Lain-lain

Ruang Rawat

Admin Pemeliharaan

Sistem Informasi

Obat

Physiotherapy

Bahan Habis Pakai

Komposisi Tarif INA-CBG
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Model Pembayaran
INA-CBG & Non-INA-CBG

INA-CBG
(1075 klpk kasus

RI & RJ)

Special CMG 
(Drugs,Procedures, 

Investigation, 
Prothesis, 

Subacute, Chronic)

FFS separately 
reimbursed

(some medical 
supplies, 

chemoteraphy
agent, chronic 

diseases medicine, 
CAPD, Petscan)
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Permenkes 52 & 64 tahun 2016

Perubahan pada tarif INA-CBG di RS 
yang dilakukan :
1. Perbedaan Tarif RS pemerintah 

dan Swasta
2. Rasionalisasi tarif pada beberapa 

Group Tarif INA-CBG yang 
dianggap terlalu tinggi ataupun 
yang dianggap terlalu rendah

3. Upaya rasionalisasi sesuai 
dengan kompetensi RS 



Pengelompokkan Tarif INA-CBG 2016 

berdasarkan Klasifikasi RS

Tarif RS Pemerintah dan Swasta Kelas D

Tarif RSUPN Cipto Mangunkusumo

Tarif RSJP Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSK Dharmais

Tarif RS Pemerintah dan Swasta Kelas A

Tarif RS Pemerintah dan Swasta Kelas B

Tarif RS Pemerintah dan Swasta Kelas C



Pengelompokkan Tarif INA-CBG 2016

berdasarkan Regionalisasi

Regional 1

Banten, 

DKI Jakarta, 

Jawa Barat, 

Jawa Tengah, 
DI Yogyakarta, 

Jawa Timur

*perbedaan tarif antar wilayah akibat adanya
perbedaan harga obat/ alkes, dsb dg acuan Indeks
Harga Konsumen (BPS)

Regional 2 

Sumatra Barat, 

Riau, 

Sumatra Selatan, 

Lampung, 

Bali, 

Nusa Tenggara Barat

Regional 4 

Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara 

Kalimantan Tengah

Regional 3 

Nangro Aceh 
Darussalam, 

Sumatra Utara, 

Jambi, 

Bengkulu, 

Bangka Belitung, 

Kepulauan Riau, 

Kalimantan Barat, 

Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Barat, 

Sulawesi Selatan,

Gorontalo.

Regional 5

Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, 

Maluku Utara, 

Papua, 

Papua Barat



PENGEMBANGAN 
TARIF INA-CBG di era JKN

Januari 2014

Tarif PMK 69/2014

Oktober / November 2016

Tarif PMK 52/2016
Tarif PMK 64/4016
Tarif PMK 4/2017

September 2014

Tarif PMK 59/2014

2016
Reklasifikasi INA-CBG

2015
Proses Updating Tarif



TARIF INA-CBG UNTUK KASUS JIWA

Special CMG untuk Subacute dan Chronic  

Fase Akut : 1 sampai dengan 42 Hari 

Fase Subakut : 43 sampai dengan 103 Hari 

Fase Kronis : 104 sampai dengan 180 Hari 

Ketentuan Lama Hari Rawat (LOS)

Fase Akut : 1 sampai dengan 42 Hari 

Fase Subakut : 43 sampai dengan 103 Hari 

Fase Kronis : 104 sampai dengan 180 Hari 

Penghitungan tarif special CMG 

subakut dan kronis

Dalam hal pasien mendapatkan perawatan lebih dari 180 hari, maka diklaimkan satu episode 

dengan fase kronis. 

Penilaian pasien subakut dan kronis dengan menggunakan WHO-DAS (WHO – Disability 

Assesment Schedule) versi 2.0 → instrumen yang digunakan untuk mengukur disabilitas 

Permenkes No. 76 Tahun 2014



TARIF RS KHUSUS JIWA

Untuk pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus di luar kekhususannya, berlaku 

kelompok tarif INA-CBG satu tingkat lebih rendah dari kelas rumah sakit yang ditetapkan. 

Pelayanan sesuai kekhususannya :

❑ Jika kode diagnosis utama sesuai dengan kekhususan rumah sakit 

❑ Dalam hal kode diagnosis yang sesuai kekhususannya merupakan kode asterisk dan 

diinput sebagai diagnosis sekunder maka termasuk ke dalam pelayanan sesuai 

kekhususannya. 

Daftar kode diagnosis untuk pelayanan yang sesuai dengan kekhususan rumah sakit 

sesuai Lampiran Permenkes No. 76 Tahun 2016.



Pelayanan dan Pembayaran Obat Jiwa

Obat penyakit kronis di FKRTL 
diberikan maksimum
untuk 30 (tiga puluh) hari 
sesuai indikasi medis.

Tatacara pemberian obat :
• Sebagai bagian dari paket INA-CBG, 

diberikan minimal 7 (tujuh) hari
• bila diperlukan tambahan hari 

pengobatan, obat diberikan terpisah 
di luar paket INA-CBG serta 
diklaimkan sebagai tarif Non INA-
CBG, dan harus tercantum pada 
Formularium Nasional.



ROADMAP PENGEMBANGAN INA-CBG 2015-2019 

Piloting & 
Implementasi 

Indonesian 
Grouper, 

Penyesuaian 
Regulasi

Finalisasi 
Indonesian 

Grouper, 
Penyusunan 

Manual Grouper

Pengembangan 
Indonesian 

Grouper 
(Reklasifikasi 

INACBG) lanjutan, 
Pengumpulan Data 
Costing & COding

Penyusunan 
monitoring system, 

Pengembangan 
Indonesian 

Grouper 
(Reklasifikasi 

INACBG)

Updating tariff & 
Penyesuaian 

Algoritma

2015 2016 2017 2018 2019



Rumah Sakit

INA

Grouper

01 02

03

Berperan melakukan analisis statistik, 

pembuatan logic dan grouper01

02
Mempunyai peran melakukan mapping 

dan partisi dari diagnosis dan prosedur

serta menyusun algoritma sesuai

dengan kompetensinya

03
Berperan menyediakan data billing dan

data costing yang akan digunakan dalam

analisis statistik untuk menggambarkan

homogenitas hasil proses reklasifikasi

REKLASIFIKASI INA-CBG
Merupakan proses pengelompokan ulang kasus-kasus yang ada melalui

diagnosis dan prosedur yng terdapat dalam ICD untuk disesuaikan dengan

kondisi lokal di Indonesia



Hal Penting untuk Perbaikan INA-CBG ke depan

Penerapan 
PNPK/PPK/CP

Costing yg VALID

Cost dari Pelayanan 
yang sesuai Standar

Pembentukan Tarif 
yang Representatif

Pelayanan 
Kesehatan

Pembayaran



Terima Kasih

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Lantai 14, gedung Prof Suyudi
Jl. HR Rasuna Said Blok X 5 Kavling 4-9 
Jakarta 12950
email : ppjkkemenkesri@gmail.com



PENGELOLAAN INA-CBGS UNTUK OPTIMALISASI
PELAYANAN PASIEN SKIZOFRENIA DAN BIPOLAR

Dr. Metta Desvini PS SpKJ

FGD Optimalisasi Pelayanan Penyakit Kejiwaan di Era JKN

Jakarta, 23 April 2019



OUTLINE

• Skizofrenia

• Bipolar

• Data-data

• Pengobatan

• Kesimpulan



SKIZOFRENIA

• Penyakit otak, kronis, gangguan menilai realitas yang mengganggu fungsi pekerjaan, 

hubungan sosial dan perawatan diri

• Rentan dialami pada usia produktif 15 - 20 tahun

• Gejala positif :  Waham, Halusinasi,  Agitasi,  Agresif

• Gejala negative :  Abulia,  Alogia Asosialitas,  Afek datar. 

• Target Terapi : menghilangkan gejala dan meningkatkan kualitas hidup

• Terapi : Farmakoterapi +Psikoterapi dan Rehabilitasi Psikososial

• Terapi pasien Gangguan Jiwa : “Tailor Made”



Gangguan alam perasaan (Mood) : Depresi, Manik atau campuran kadang disertai gejala Psikosis

• Berlangsung seumur hidup, sering kambuh, mengakibatkan gangguan fungsi sehari-hari dan 

penurunan kualitas hidup.

• Puncak I: usia 15-19 Thn,  II: 20-24 Thn

• Gangguan Otak akibat stressor: Psikologis, Hormonal dan Medikasi

• Sering terjadi pada pasien Bipolar: Kesalahan Diagnosa/ Tidak dikenali

• Target Terapi :  Mengembalikan fungsi - Mempertahankan Remisi - Meningkatkan kualitas hidup

BIPOLAR



DATA DIAGNOSA 10 PENYAKIT TERBANYAK
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KUNJUNGAN RAWAT JALAN RSJ
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KUNJUNGAN RAWAT INAP PASIEN 
GANGGUAN JIWA DI RSJ
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• Kunjungan Rawat Inap dengan episode perawatan 45 hari, 

pembiayaan INA CBGs, selanjutnya dengan WHO DASH.

• Pasien Kambuh dalam episode perawatan inap, rujuk ke RS lain: 

masalah tenaga medis dengan keluarga pasien.

• Ekspektasi keluarga: rawat sampai “Sembuh” dalam waktu lama

• Menolak membawa pulang pasien 

• Ingin membayar sendiri tanpa jaminan JKN

• Rehabilitasi Psikososial sangat membantu “Kemandirian”



PENGOBATAN

• Tarif INA CBGs pembiayaan obat untuk 7 hari pasien kronis.

• Perbedaan persepsi verifikator terhadap obat di RS yg berbeda

• Pembatasan obat, hanya untuk Diagnosa tertentu, restriksi Fornas

• Pasien lama yang sudah biasa dengan kombinasi obat menolak berubah dan “memaksa” tetap 

dengan obat yg sama dengan pembiayaan JKN

• Pasien JKN dengan obat diluar Fornas  

• Peraturan BPJS tidak boleh cost sharing kondisi dilematis

• Coding untuk ESO yang tidak sama dengan persepsi DPJP

• Top Up Anti Psikotik Long acting untuk pasien “sulit “



SIMULASI PEMBIAYAAN OBAT PASIEN SKIZOFRENIA
/BIPOLAR DENGAN INA CBGS

• Pasien dengan Diagnosa Skizofrenia/ Bipolar di RSJ tipe C atau RSU tipe C dan B, 

• Biaya perkali kunjungan Rawat Jalan INA CBGs :Rp 192,400,-

• Biaya terdiri dari:  Jasa Konsultasi Dokter, administrasi RS dan biaya Obat.

• Pembiayaan obat penyakit kronis menggunakan INA CBGs untuk 7 hari dan 23 hari

dengan Fee for service

• Pasien kronis diberikan obat untuk satu bulan



Contoh SimulasiTherapi pasien Skizofrenia dan Bipolar :

I.    R/ Risperidone 2 dd 3 mg … 7 hari: 14 x Rp 6160                 

THP  2 dd 2mg …………………:14 X Rp 1400

Clozapin 2 dd 25 mg …………...: 14 X Rp 15.694

Total biaya obat untuk 7 hari Rp, 23.254,-

II.    R/  Aripiperazol 1dd 15 mg ...........7 hari : 7 x Rp 32.400 = Rp, 226.800

Lorazepam   1 dd 2 mg ……...7 hari : 7 x Rp 864 = Rp, 6.048

Total Biaya 7 hari dengan INA CBGs Rp, 232.848,-

III. R/ Quetiapin XR 1 dd 600mg ……7 hari:  400mg x Rp 18.865,= Rp, 132.055

200mg x Rp 15.260=Rp, 106.820

Total biaya 7 hari dengan INA CBGs Rp, 238.875



KESIMPULAN

Adanya JKN membuat cakupan pelayanan pasien dengan 

Gangguan jiwa menjadi lebih luas namun masih ada 

beberapa permasalahan yang masih harus diperbaiki secara 

terus menerus dalam pelaksanaannya demi tercapainya 

pelayanan Kesehatan Jiwa yang komprehensif dan bermutu



Terima Kasih



STUDI KASUS KLAIM 
OBAT SKIZOFRENIA 

DAN BIPOLAR DI JKN 

Jakarta, 23 April 2019



KODING KASUS JIWA



PERMASALAHAN KODING JIWA

1. Dokter tidak menulis diagnosa di resume medis

2. Dokter tidak menulis diagnosa dengan jelas dan lengkap di resume medis

Aplikasi INA-CBGs

Contoh Resume Medis 



Kasus:

Pasien dari FKTP dirujuk menggunakan sistem rujukan
online ke RS Tipe A khusus dengan indikasi Skizofrenia
Paranoid pada rawat jalan diresepkan Quetiapin XR
300 mg untuk 30 hari.

Diketahui:

1. Restriksi FORNAS untuk Quetiapin XR adalah
sebagai berikut

Nama dan 

Kekuatan Sediaan
Harga

Quetiapin XR 400 mg 18,616/tab

Quetiapin XR 300 mg 15,548/tab

Quetiapin XR 200 mg 14,300/tab

2. Harga Quetiapin XR di E-Katalog

• 7 x Tablet 300 mg = 
Rp 108,836

Paket INA-
CBGs

• 23 x Tablet 300 mg = 
Rp 357,604

Non Paket



3. Standar tarif INA-CBGs Tipe RS A Khusus



PERMASALAHAN KLAIM OBAT SKIZOFRENIA DAN BIPOLAR

1. 

2. 



TIPS KLAIM OBAT SKIZOFRENIA DAN BIPOLAR

Resep 

Obat

- Cek Resep Obat

- Cek Diagnosa

ya

tidak

Obat

Note : Dokter harus 

patuh meresepkan 

obat sesuai dgn 

Restriksi Fornas

FARMASI

Restriksi 

FORNAS

1. Dokter harus patuh meresepkan obat sesuai dengan restriksi FORNAS

2. Farmasi mengkonfirmasi ke dokter bila ada resep yang tidak sesuai dengan restriksi FORNAS



TERIMA KASIH


